
S A L I N A N 

 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  27 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENANDATANGANAN DAN 

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) KEPALA BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan menyebutkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui 

Delegasi apabila  diberikan oleh Badan/Pejabat 

Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan lainnya; 

 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah 

Daerah; 

 

c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

dalam pelayanan publik dalam  memperoleh surat 

keterangan terdaftar bagi Organisasi kemasyarakatan 

berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 

perlu dilakukan pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas 

Penandatanganan Dan Penerbitan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Kabupaten Tanah Laut; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian 
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Kewenangan Atas Penandatanganan Dan Penerbitan Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) Kepada Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat  II  Tanah Laut, Daerah 

Tingkat  II  Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820)tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah    (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan    (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);   

 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 199); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan 

Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 446); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah 

Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 
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Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN 

PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN TEDAFTAR 

(SKT) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. 

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut. 

8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila. 

9. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap 

keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian 

Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, 
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dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat 

Keterangan Terdaftar. 

10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT 

adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 

Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa 

sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada 

administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan 

persyaratan. 

 

BAB II 

PELIMPAHAN WEWENANG 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian 

kewenangan atas penandatanganan dan penerbitan surat 

keterangan terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan 

Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. 

(2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik berwenang  menandatangani dan menerbitkan 

surat keterangan terdaftar (SKT) Organisasi 

Kemasyarakatan. 

(3) Penandatanganan surat keterangan terdaftar (SKT) 

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan atas nama Bupati. 

(4) Prosedur dan tata cara proses penerbitan sampai dengan 

penandatangan perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran 

Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 
 

Surat keterangan Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum 

ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan habis masa berlakunya. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.  

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 30 Mei 2016 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 30 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 27 


